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Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang
berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum
bagi parapihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) harus menerima sertipikat asli dan memeriksa kesesuaian data pada sertipikat tanah dengan data
pada Kantor Pertanahan. Salah satu sengketa dalam jual beli tanah terjadi pada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3081 K/Pdt/2021. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum pihak yang menguasai secarafisik
hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat dan tanggung jawab PPAT yang
membuat akta jual beli yang bersangkutan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021.
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan
studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pihak yang menguasai secarafisik hak atas tanah berdasarkan
aktajual beli tanpa kepemilikan sertipikat tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak atau
pemilik yang sah atas hak atas tanah yang bersangkutan karena jual beli tidak sah sesuai peraturan yang
berlaku. PPAT yang membuat aktajual beli tanpa melakukan pengecekan sertipikat dapat dimintakan
tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana. PPAT seharusnya menolak untuk membuat akta
jual beli apabilatidak diserahkan sertipikat adli.

...... The transfer of land rights, such as through buying and selling, should be done according to the
procedure and prevailing regulations. This must be fulfilled to prevent conflict of land rights ownership and
to givelegal certainty for the parties. One of the formal requirements in the buying and selling of land rights
is The Land Deed Official (PPAT) must receive the authentic land certificate and verify the datain the
certificate with the datain the National Land Agency. An example of thisissue happensin Supreme Court
Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research analyses the legal standing of a party who physically own
land right based on sale and purchase deed without owning the certificate and the responsibility of The Land
Deed Official who makes the sale and purchase deed in the Supreme Court Decision Number 3081
K/Pdt/2021. This research usesjuridical normative method with explanatory typology using document
studies. Asthe result of thisresearch, the party who physically own land right based on sale and purchase
deed without owning the certificate does not have the legal standing as the rightful owner of the land right
because the sale and purchase deed does not fulfil the formal requirements and regulations. The Land Deed
Official who made the sale and purchase agreement without verifying the certificate can be held responsible
either administrative, civil, or criminal. The Land Deed Official should refuse to make the sale and purchase
deed if there is no authentic certificate provided.
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